
DAFTARPUSTAKA

A.DAFTARBUKU

Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama, PT. Dian Rakyat, Jakarta,

Bandung.

Bakiy, Hasbullah, 1981, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan

Perkawinan Di Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayat Dan Pengamalan

Pancasila (BP-7) Pusat, 1994, Pengamalan Pancasila dan UUD 1945

Khususnya Sila 1 Dan Pasal 29", Sambutan Kepala BP-7 Pusat pada

Rapat Koordinasi Antar Instansi Teikait - Pembinaan Pen^ayat

Kepercayaan Terhadap Tulian Yang Maha Esa, Cipayung, Jawa Barat.

Direktorat Jendral Hukum Dan Perundang-Undangan, 1974, Sekitar Pembentukan

Undang-Undang Perkawinan, Departemen Kehakiman, Jakarta.

Fadjar, A.Muktie, 1994, Tentang Sekitar Hukum Perkawinan Di Indonesia,

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Haar, B.Ter, 1958, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnjaparamita, Jakarta.

Hadikusuma, Hitman, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menunit

Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.

Harahap, Yahya, 1980, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia, Jakarta.

Hock, Lie Oen,1961, Catatan Sipil Di Indonesia, Keng po, Jakarta.

Kartawinata, Mei, 1953, Kemanusian, Buku Pegangan Penghayat Kepercayaan,

Cetak Ulang dan Terbatas, Bandung.

Mardjono, Hartono, 1997, Menegakan Syariat Islam Dalam Konteks

Kelndonesian, Mizan, Bandung.

Meliala, Djaya S, 1988, Masalah Perkawinan Antar Agama Dan Kepercayaan Di

Indonesia Dalam Perspektif Hukum, Vrama Widya Dharma, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2001, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty,

Yogyakarta.

Mulyadi,1993, Hukum Perkawinan Indonesia, Fakultas Hukum Undip,Semarang.

/ L*-

MILIK PERPU5TAKAAN

P/iSSfi SMA
U G M.

Perlindungan hukum terhadap orang-orang yang melaksanakan perkawinan berdasarkan adat Sunda
berkaitan dengan arti penting pencatatan perkawinan di Catatan Sipil berdasarkan Undang-undang
No.1
Tahun 1974 di Bandung
NOVIANTO, Handy, Djoko Sukisno, SH.,CN
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Ngani, Nico.MSSW, I Nyoman Budi Jaya, Cara Untuk Memperoleh AktaAkta

Catatan Sipil^ Liberty, Yogyakarta.

Prawirohamijoyo, Soetojo, 1986, Pluaralisme Dalam Perundang-Undangan

Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya.

Prawirohamijoyo, Soetojo, Azis Safroedin, 1973, Hukum Orang dan Keluarga,
Alumni, Bandung.

Prins.J, 1982, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prodjodikoro, Wiryono, 1991, Hukum Perkawinan di Indonesia, Siunur Bandung,

Bandung.

Ramulyo, Moh. Idris, 1992, Hukum Perkawinan Suatu Analisis dari Undang-

Undang No. I/I974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Bina Akara, Jakarta.

Reksopradoto, Wibowo, Hukum Perkawinan Nasional JilidI tentang Perkawinan,

Itikad Baik, Semarang.

Saleh, K Wantjik, 1980, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saragih, DJaren, 1984, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandimg.
^ 1992^ Hukum Perkawinan Adat Dan Undang-Undang Tentang

Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya, Tarsito, Bandung.

Situmorang, Viktor; Cormentyna Sitanggang, 1996, Aspek Hukum Akta Catatan

Sipil Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Soemiyati, 1982, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,

Liberty, Yogjakarta.

Subekti, 1985, PolmkPokokHukum Perdata, Intermasa, Jakarta.

Subekti, R Tjiptosoedibyo, 1987, Kamus Hukum, Pradya Paramita, Jakarta.

Sukarno, H, 1995, Perkembangan Catatan Sipil Di Indonesia, Coriena, Jakarta.

Soekanto, Soeijono dan Mamudji, Sri, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu

Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta

Soemaijono, Maria S. W., 1997, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,

Gramedia Pustaka Umum, Jogjakarta.

Supramono, Gatot, 1994, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Kawin, DJambatan,

Jakarta.

Perlindungan hukum terhadap orang-orang yang melaksanakan perkawinan berdasarkan adat Sunda
berkaitan dengan arti penting pencatatan perkawinan di Catatan Sipil berdasarkan Undang-undang
No.1
Tahun 1974 di Bandung
NOVIANTO, Handy, Djoko Sukisno, SH.,CN
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Supriadi, Wila Chandrawila, 1994, Laporan Seminar Penghayat Kepercayaan

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tidak Diterbitkan, Pusat Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

^  2001, Perempuan dan Kekerasan dalam

Perkawinan, Mandarmaju, Bandung.

^ 2002, Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda,

Mandar Maju, Bandung.

Syahar, Saidus, 1976, Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah

Pelaksanannya, Alumni, Bandung.

Syahrani, Riduan; Abdurrahman 1978, Masalah Hukum Perkawinan Indonesia,

Alumni, Bandung.

Thalib, Sayuti, 1982, Hukum keluarga Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta.

B. DAFTAR MA JALAH DAN SURAT KABAR

Kanjasungkana, Nursyahbani dan Sri Wiyanti, "Keabsahan Perkawinan Otoritas

Siapa?" Kompas, 12 Mei 1997.

Kusumanegara, Abby, "Masalah Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan",

Kompas, 14 Januari 1994.

Siregar, Bismar, Januari 1994, "Saya Katakan Sah Perkawinan Mereka", Tempo,

Jakarta.

^  "Undang-Undang Perkawinan Telah Menampung Pendaftaran

Perkawinan Berkepercayaan", Kompas, 15 Mei 1997.

C. DAFTAR PERATURAN

Undang-Undang Dasar 1945

Burgerlijk Wetboek Stb. 1847 No. 23

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Perkawinan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477 Tahun 1978 yang isinya hanya

mengakui lima agama resmi yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan

Budba.

Perlindungan hukum terhadap orang-orang yang melaksanakan perkawinan berdasarkan adat Sunda
berkaitan dengan arti penting pencatatan perkawinan di Catatan Sipil berdasarkan Undang-undang
No.1
Tahun 1974 di Bandung
NOVIANTO, Handy, Djoko Sukisno, SH.,CN
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



a SURAT-SURAT/DOKUMENPENTING

Surat No. B-93/ M-Sesneg/1/74, tanggal 31 Januari 1974 dari Sekertariat Negaia
Republik Indonesia kepada Majelis Agung Wall Gereja Indonesia, Badan
Pekeija Harian Dewan Gereja-gereja Indonesia, prihal: penjelasan tentang
masalali Undang-Undang Perkawinan,

Surat No. 474.2/1373-Casip, tanggal 23 Oktober 1999 dari Kantor Catalan Sipil
Pemerintah Kotamadya Bandung kepada Saudara Rukhiyat, prihal :
Pencatatan Perkawinan antara Asep Budiman dan Neneng Tresnawati
menurut Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penetapan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 2 Desember 1999 Nomor :

453/Pdt.P/1999/PN.Bdg.

Nota Dinas No. 477/7 l-Casip/2000, tanggal 24 Januari 2000 dari Kantor Catalan

Sipil Kotamadya Bandung kepada Walikota Bandung, prihal : Konsep
Surat Tentang Pencatatan Perkawinan antara Asep Budiman dan Neneng
Tresnawati menurut Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Malia
Esa/Adat Sunda.

Surat Walikotamadya Bandung, tanggal 31 Januari 2000 ditujukan kepada
Gubemur Propinsi Jawa Barat, prihal: Pencatatan Perkawinan antara Asep
Budiman dan Neneng Tresnawati menurut Aliran Kepercayaan Kepada
Tuhan Yang Maha Esa/Adat Sunda.

Surat No. 474.2/406/Pem Um., tanggal 16 Febuari 2000 dari Gubemur Jawa

Barat kepada Walikota Bandung, prihal : Pencatatan perkawinan bagi
Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surat No. 474.2/385/BKCS, tanggal 1 Oktober 2001 dari Badan Kependudukan

dan Catalan Sipil kepada Ugan Rahayu, prihal : Penolakan Pencatatan

Perkawinan Aliran Kepecayaan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 25 April 2002, No.

129/G/2001/PTUN-BDG.

Perlindungan hukum terhadap orang-orang yang melaksanakan perkawinan berdasarkan adat Sunda
berkaitan dengan arti penting pencatatan perkawinan di Catatan Sipil berdasarkan Undang-undang
No.1
Tahun 1974 di Bandung
NOVIANTO, Handy, Djoko Sukisno, SH.,CN
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


